DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriastmadja Nomor 10 Sumedang
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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

Nomor 581/17/KEP DPRD/2005
Lampiran —

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
MENGENAI PINJAMAN DAERAH KEPADA PT. BANK JABAR CABANG SUMEDANG PADA
PERU3AHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KAB!JPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2005

Mernimbang

Mengingal

a

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2005 telah dibahas
secara telti cermat dan mendalam oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan telah disetujui untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang:

bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan pengkajian dimaksud,
terjadi defisit Anggaran sebesar Rp.20 849 52132162, pada
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang tahun Anggaran 2005;

bahwa untuk menutup: defisit Anggaran sebagaimana dimaksud
huruf b di atas, dilakukan melalui Pinaman Daerah sebesar
Rp 2000000000000 (Dua Puluh Milyar Rupiah) kepada

PT Bank Jabar Cabang Sumedang yang merupakan Pinjaman
Jangka Menengah;

bahwa berdasarkan kentuan Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang waijib
mendapatkan persetujuan DPRD.

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf d
diatas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sumedang atas Pinjaman Daerah Kepada PT Bank Jabar
Cabang Sumedang harus ditetapkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daef_'m-daemh Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 1888 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851),
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000
Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4028);



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA
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1.

Menyetujui Pinjaman Daerah Kepada PT. Bgnk Jabar
sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Pului Milyar Rupia

Peraturan

dan Peng
(Lembaran
Tambahan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
awasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Lembaran Negara Nomor 4090),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416),

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417):

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42),

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);

Peraturan Daerati Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2005

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2005:

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 sebag
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Raky
Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang
atas Peraturan Tata Tertib
Kabupaten Sumedang;

Daerah Kabupaten
aimana telah diubah
at Daerah Kabupaten
Perubahan Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kab
Sumedang Nomor 903/16/KEP.DPRD Ta upaten

: hun 2005 tentang
Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2005 merioy
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang: enjadi

Keputusan Rapat Paripumna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang Tanggal 14 Oktober 2005, ‘ “

MEMUTUSKAN

E}““"g Sumedann
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UA Finjaman Daerah sebaimana dimaksud

Mmerupakan Pinjaman Jangka Menengah

Diktum PERTAMA Keputusan in
yang akan dibayarkan pokok dan

tunga pinjamannya pada Akhir Tahun Anggaran 2007

ditetapkan.

N RAKYAT DAERAH
SUMEDANG

UA,
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ANSYAH, S.IP.

WAKIL KETUA,

fot

KEE £
cgall k.eputusan ini mulai berlaku pada tanggal
Ditetapkandi :SUMEDANG
pada tanggal : 14 Oktober 2005
WAKIL KETUA,
"’7/1, ==

b

s. AGUS WELIYANTO, S, SH DONY,

AHMAD MUNIR, ST. MM.

l

Salinan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2 Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;




